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PERJANJIAN: STUDI TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA 
APOTEK DENGAN APOTEKER DI APOTEK SAMRATULANGI 
SURAKARTA 
(Studi Kasus di Apotek Samratulangi Surakarta) 
Abstrak 
Perjanjian merupakan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau lebih, yang 
kedua belah pihak tersebut sepakat dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu 
hal yang telah disepakati. Begitu juga dengan Persekutuan Perdata yang 
didalamnya ada persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, yang berjanji 
memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan tujuan supaya mendapatkan 
keuntungan yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan data berupa akta 
otentik pada Apotek di Kota Surakarta ini, didalamnya memuat berbagai aspek 
tentang subyek, obyek, hak dan kewajiban, peraturan mengenai wanprestasi dan 
overmacht. Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana kontruksi hukum dan 
bagaimana perlindungan hukum di dalam akta otentik Apotek tersebut, yang 
kemudian penulis menelitinya dengan beberapa norma dan doktrin dalam 
perjanjian dan persekutuan perdata. 
Kata Kunci: Perjanjian, Persekutuan Perdata, Apotek, Apoteker 
Abstract 
The agreement is the agreement of both parties or more, which both parties agree 
and promise each other to do something that has been agreed. As well as the Civil 
Guild in which there is agreement between both parties or more, who promised to 
put something into the fellowship, with the aim of obtaining the benefits derived 
from the partnership. The method used in this research is normative qualitative. 
Based on data in the form of authentic deeds in the pharmacy in this city of 
Surakarta, in this contains various aspects of the subject, object, rights and 
obligations, regulations on wanprestasi and overmacht. In this case the author 
examines how the construction of the law and how the protection of the law in the 
authentic Act of the Pharmacy, which the author later wrote with some norms and 
doctrines in covenant and civil fellowship. 
Keywords: Agreement, Civil Guilds, Pharmacies, Pharmacists 
1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan 
berjuta-juta umat manusia disetiap wilayah daerah maupun disetiap kota. Setiap 
hari manusia mempunyai kepentingan dan kesibukan sendiri ataupun mencari 
rejeki untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Pada era 
globalisasi ini, manusia memiliki berbagai macam cara untuk mencari rejeki 
dengan cara mendaftarkan diri dilowongan pekerjaan tingkat negeri maupun 
2 
swasta. Disebuah pekerjaan tersebut antara pengusaha atau pemberi kerja dengan 
pegawai ada kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak tersebut demi 
kelancaran bersama dalam suatu pekerjaan, untuk mencapai sebuah mufakat dan 
keadilan. Perjanjian menurut Subekti, “Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang 
atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal”1.Dalam buku ketiga KUHPerdata memuat berbagai
hubungan hukum, salah satunya pada Pasal 1630 KUHPerdata tentang 
Persetujuan antara para pihak dalam Persekutuan Perdata berbunyi “Tiap peserta 
wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena 
kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan 
keuntungan yang sudah ia masukkan kedalam perseroan tersebut berkat usaha 
dan kegiatannya.” 
“Orang dan Badan Hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan 
perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam 
melaksanakan perbuatan hukum, Badan Hukum diwakili oleh para pengurusnya, 
orang yang dapat melakukan perbuatan hukum harus sudah dewasa, menurut BW 
harus sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin sebelum umur tersebut.
2”
“Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak-pihak 
yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan hak dan kewajiban yang 
timbal balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa 
hukum yang berupa perbuatan perjanjian, misalnya, jual beli, sewa menyewa, 
utang piutang, dan pemberian kuasa.”3
Selanjuutnya, didalam suatu pekerjaan di Apotek, Perjanjian berperan 
sangat penting, karena secara tidak langsung Perjanjian dapat membantu dalam 
Perkembangan Usaha Apotek. Kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan 
satu sama lain, salah satu contohnya Pemilik Sarana Apotek (Pemilik Modal) 
sangat membutuhkan Apoteker Pengelola Apotik (APA), karena “Apoteker yang 
berwenang menyelenggarakan Apotik disuatu tempat tertentu setelah 
mendapatkan Surat Izin Apotik dari Menteri
4”. Begitu juga Apoteker
1
Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Cet.XIII, Jakarta: Intermasa, hal.1 
2
Yulies Tiena Masriani. 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 75  
3
Abdulkadir, Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 
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4
Yustina Sri Hartini. 2010, Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan 
Terkait Apotek, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hal. 17  
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membutuhkan Pemilik Sarana Apotek (Pemilik Modal) mengelola apotek dalam 
kerjasama. 
Di suatu bidang bisnis, Hukum Perdata sangat berkaitan dengan Hukum 
Dagang, karena “Dalam hubungannya, KUH Perdata (BW) merupakan hukum 
perdata umum, sedangkan KUHD merupakan Hukum Perdata Khusus yang kita 
kenal dengan Lex Specialis derogate Lex Generalis
5”. “Apabila dicermati secara
seksama, ada hubungan yang sangat erat antara KUH Perdata dan KUH Dagang. 
Bahwa KUH Perdata adalah ketentuan umum (genus) dalam mengatur hubungan 
dunia perdagangan, sedangkan KUH Dagang adalah ketentuan khusus (species) 
dimana bagaimana mengatur dunia usaha.
6” Dalam halnya Perjanjian suatu
Apotek yang tujuan untuk mengelola modal yang dimiliki oleh Pemilik Sarana 
Apotek (Pemilik Modal) adalah suatu Perjanjian yang termasuk dalam Firma, 
“Firma adalah Persekutuan Perdata yang menjalankan kegiatan usaha di bawah 
nama bersama
7”. Tujuan Perjanjian untuk mengelola modal lebih dipertegas oleh
“Salim H.S. menjelaskan bahwa persekutuan firma memiliki karakteristik-
karakteristik sebagai Badan yang didirikan oleh lebih dari satu (1) orang dalam 
suatu perjanjian, Badan yang memiliki system dalam membagi keuntungan 
didapatkan
8”.
Perjanjian penggunaan modal tersebut termuat beberapa diantaranya 
Perjanjian Hak dan Kewajiban kedua belah pihak, Perjanjian jangka waktu pihak 
Apoteker bekerja di Apotek tersebut, dan penyelesaian apabila kedua belah pihak 
tersebut terjadi sengketa atau wanprestasi. Oleh karena itu pihak Pemilik Sarana 
Apotik (Pemilik Modal) membuat Perjanjian Mengenai Penggunaan Modal di 
pihak Notaris, agar suatu pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan adil 
berdasarkan perjanjian yang kedua belah pihak sepakati dan tercapainya Prestasi, 
“Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “Performance” 
dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang 
tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, 
pelaksanaan mana sesuai dengan “Term” dan “Condition” sebagai disebutkan 
5





Agus Sardjono. 2014, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 47 
8
Dijan Widijowati. 2012, Hukum Dagang, Yogyakarta: C.V Andi Offset, hal. 52  
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dalam kontrak yang bersangkutan
9”. Perjanjian yang dibuat oleh pihak Apotek
adalah berupaAkta Otentik, yaitu antara lain “………..Pemilik Modal wajib 
mengajukan pengembalian modal yang telah ditambah dengan Hak Keuntungan 
Investasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
10”. “Suatu Perjanjian akan
mendapatkan Perlindungan Hukum jika dilakukan dengan cara mendaftarkan 
perjanjian tersebut pada instansi yang berwenang yaitu Notaris. Karena peran 
“Notaris didunia Hukum dengan sistem Kontinental pada umumnya dan dunia 
bisnis pada khususnya sangat penting terutama dalam kaitannya dengan 
perjanjian-perjanjian formil selain adanya keinginan pihak-pihak sendiri untuk 
membuatkan jenis perjanjian-perjanjian lainnya didalam bentuk akta menjamin 
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan 
kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didukung mengingat kedudukan Notaris 
yang mandiri dan tidak berpihak, oleh sebab itu, menyelesaikan sengketa di muka 
Pengadilan, malahan mungkin dapat menghadirkan para pihak dari suatu 
sengketa. Jasa Notaris dalam dunia bisnis makin hari makin meningkat sebagai 
salah satu kebutuhan hukum masyarakat
11”.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kontruksi 
Hukum Perjanjian antara Apoteker kepada Pemilik, untuk mengelola Apotek 
Samratulangi? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang terlibat 
dalam Perjanjian Apotek Samratulangi? Tujuan dalam penelitian ini adalah: 
(1) Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian antara Apoteker kepada 
Pemilik, untuk mengelola Apotek Samratulangi. (2) Untuk mengetahui 
perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan 
Apotek Samratulangi. Sementara manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian 
ini adalah (1) Manfaat Bagi Pribadi Penulis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi pribadi penulis, 
khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenaiPerjanjian Antara 
Apotek Dengan Apoteker. (2) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan, Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan 
9
Munir Fuandy. 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, hal. 87 
10
Pasal 9 Akta Perjanjian Apotek Samratulangi (Akta Perjanjian terlampir) 
11
Herlien Budiono.2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, hal. 173  
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ilmu pengetahuan di Bidang Hukum, khususnya mengenai hukum perdata yang 
mengatur tentangPerjanjian Antara Apotek Dengan Apoteker. (3) Manfaat Bagi 
Masyarakat Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan, penambahan wawasan, dan pencerahan kepada masyarakat luas, 
khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa 
dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan 
sengketa dalam perdata. 
2. METODE
Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode normatif. Jenis kajian dalam Penelitian ini bersifat 
Deskriptif. “Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk 
mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek 
tertentu.
12” Yang dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai
Perjanjian Antara Apotek Dengan Apoteker. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: (1) Data Sekunder yang berupa Akta Perjanjian didapat 
dari Apotek Samratulangi Surakarta dan dengan menggunakan bahan-bahan 
hukum. (2) Data Primer, data-data yang diperoleh secara langsung dari sekunder 
pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Penelitian 
lokasi di Apotek Samratulangi Surakarta dan Subyek Penelitian Dalam penelitian 
ini yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam Perjanjian 
Antara Apotek dengan Apoteker.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kontruksi Hukum Perjanjian antara Apoteker kepada Pemilik, untuk 
mengelola Apotek Samratulangi Surakarta 
3.1.1 Subyek Hukum 
Pada dasarnya dalam subjek perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1315 
KUHPerdata dijelaskan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan 
diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk 
dirinya sendiri”.Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yang 
12
Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
hal. 35 
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tak cakap untuk membuat persetujuan adalah(1)Anak yang belum dewasa; (2) 
Orang yang ditaruh di bawah pengampunan; dan (3) Perempuan yang telah 
kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya 
semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan itu. 
Kemudian dalam Persekutuan Perdata menurut Pasal 1618 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata juga memperjelas tentang subyek perjanjian, yaitu: 
“Persekutuan Perdata aadalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, 
yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan itu dengan 
maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi diantara 
mereka.” 
Menurut Abdulkadir Muhammad, “Subyek Hukum adalah pendukung hak 
dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas 
manusia dan badan hukum. Manusia adalah subyek hukum menurut konsep 
biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang 
dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak.”13
Menurut Sudikno Mertokusumo, “Subyek Hukum adalah segala sesuatu 
yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.”14
“Dalam buku terjemahan, Subekti atas Wet Boek van Burgerlijk 
Maatschap atau Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih 
untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan 
jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.
15”
Perjanjian Apotek Samratulangi telah sesuai dengan Doktrin dan Norma 
penjelasan di atas, karena dalam isi akta otentik Apotek Samratulangi tersebut 
sudah memuat peraturan tentang Subyek Hukum, yaitu dalam Akta Otentik 
Apotek Samratulangi pada Pihak Pertama yaitu adalah DJOKO PAMILIH, dan 
Pihak Kedua yaitu Roro SRI MARDIANI PUTRI. 
3.1.2 Obyek Hukum 
Obyek Perjanjian pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 1332, Pasal 
1333, Pasal 1619, dan Pasal 1625 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1332 
13




15Galih Cakra Wigusta, dalam Jurnal “Perbandingan Hukum mengenai Maatschap dalam 
KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris”, Loc.Cit 
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KUHPerdata menyatakan “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang 
dapat menjadi pokok persetujuan.” 
Pasal 1333 “Suatu persetujuan harus memuat pokok berupa suatu barang 
yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu 
pasti, asal saja jumlah barang itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” 
Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa para sekutu perdata 
wajib memasukkan kontribusi ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. 
Pemasukan (inbreng, contribution) itu dapat berupa: (1) Uang (geld), (2) Benda-
benda (goederen), atau (3) Usaha atau tenaga kerja (nijverheid). Kemudian pada 
Pasal 1625 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap peserta wajib memasukkan ke 
dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, 
dan jika pemasukkan itu terdiri dari suatu barang tertentu maka peserta wajib 
memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli.” 
Menurut Abdulkadir Muhammad, “Objek Perjanjian, prestasi yang wajib 
dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat 
ditentukan.Kejelasan mengenai pokok-pokok perjanjian atau Objek Perjanjian 
ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika 
pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit 
bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig, void).”16
Menurut Komariah, “Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna 
bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok 
(objek) suatu hubungan hukum(hak), karena itu sesuatu itu dapat dikuasai oleh 
subyek Hukum.”17
“Menurut Chindir Ali, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu 
perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk 
memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk 
membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya
18”
“Salim H.S. menjelaskan bahwa persekutuan firma memiliki karakteristik 
sebagai berikut: “Badan yang terdiri dari modal yang dimasukkan oleh anggota-
anggota (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha di 
bawah satu nama bersama.
19”
16
Abdulkadir Muhammad,Op.Cit, hal. 231 
17
Jurnal: http://www.jurnalhukum.com/subyek-hukum-dan-obyek-hukum-dalam-hukum-perdata/ 




3.1.3 Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak 
Hak dan Kewajiban Pokok sudah diatur dalam Pasal 1234, 
1320KUHPerdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan 
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”Sedangkan 
pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdatamenjelaskan “Supaya terjadi persetujuan 
yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:(1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan 
dirinya;(2)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan 
tertentu; dan (4) Suatu sebabyang tidak terlarang. 
Menurut Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata mengatur hak 
keperdataan. Setiap orang memiliki hak yang sama, setiap orang wenang berhak, 
Namun tidak setiap orang wenang berbuat. Setiap orang wenang berhak karena 
dalam hukum, sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban, bukan pada 
hak.Kewenangan berbuat pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban.Orang 
yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang melalaikan 
hak tidak apa-apa.Untuk mengetahui apakah orang itu wenang berbuat atau tidak, 
ada beberapa faktor yang membatasi, yaitu umur, kesehatan, dan perilaku. 
Wenang berbuat ada dua pengertiannya, yaitu: (1) Cakap atau mampu berbuat 
karena memenuhi syarat hukum(bekwaam, capable), kecakapan, atau kemampuan 
berbuat menurut Hukum; dan (2) Kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh 
hukumwalaupun tidak memenuhi syarat hukum(bevoegd, competent), kekuasaan 
atau kewenangan berbuat (bevoegdheid, competence).
”20
Menurut Nurwati, “Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada 
seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Demikian 
buruh juga mempunyai hak-hak karena statusnya itu. Adapun hak-hak dari 
pekerja itu sebagai berikut: (1) Hak mendapatkan upah; (2) Hak atas pembinaan 
keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan; 
(3) Hak atas upah penuh saat istirahat tahunan.
”21
Perjanjian Apotek Samratulangi Surakarta yang berupa Akta Otentik yang 
kemudian dibuat oleh Pihak Notaris: Winih Respati, SH atas kesepakatan kedua 
belah pihak, merupakan suatu kejelasan sudah adanya Hak dan Kewajiban Pokok 
Para Pihak, telah sesuai dengan norma dan Doktrin yang dikemukakan oleh: 
Abdulkadir Muhammad, dan Nurwati. 
20




3.2 Perlindungan Hukum bagi Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian 
Pengelolaan Apotek Samratulangi Surakarta, antara Pemilik Sarana 
Apotek (Pemilik Modal) dengan Apoteker 
3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Hak dan Kewajiban para pihak sudah diatur dalam Pasal 1235ayat (1) 
KUHPerdata disebutkan bahwa “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan 
sesuatu adalah termasuk kewajiban siberutang untuk menyerahkan kebendaan 
yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang 
baik, sampai pada saat penyerahan”. 
Hak dan Kewajiban ini pada dasarnya terdapat pada Pasal 1338 ayat (3): 
“Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”Pasal 1627 KUHPerdata: 
“Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya 
kepada persekutuan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada 
perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing.” 
Pada Pasal 1630KUHPerdata tentang Persetujuan antara para pihak dalam 
Persekutuan Perdata berbunyi “Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas 
kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu 
tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan kedalam 
perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.” 
Kemudian Pasal 1632 KUHPerdata “Peserta berhak terhadap perseroan 
bukan hanya uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas 
semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan iktikad baik untuk perseroan 
itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa 
dapat dielakkan.” 
 “Menurut Chindir Ali, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu 
perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk 
memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk 
membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya
22” sedangkan
menurut Salim H.S. menjelaskan bahwa persekutuan firma memiliki karakteristik 
sebagai berikut: “Badan yang memiliki system dalam membagi keuntungan yang 
didapatkan”. 
22Jurnal “Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris”, 2016, Loc.Cit 
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Akta Otentik Perjanjian Apotek Samratulangi telah sesuai dengan Doktrin 
dan Norma-norma, karena dalam penelitian ini, akta otentik Apotek Samratulangi 
telah memuat berbagai Hak dan Kewajiban Para Pihak telah sesuai pada Pasal 
1235 KUHPerdata dan untuk mempertegas kewajiban yang harus dilakukan oleh 
Pihak Kedua (Apoteker) sebagai perjanjian untuk melakukan jasa tertentu terdapat 
pada Pasal 1627 KUHPerdata. Dan telah sesuai oleh Doktrin yang dikemukakan 
oleh Chindir Ali, dan Salim H.S tentang pembagian hasil keuntungan yang 
diperoleh/didapatkan. 
Akan tetapi, setelah penulis meneliti data ini, terdapat ketidak sesuaian 
antara isi Akta Otentik Perjanjian Apotek Samratulangi Surakarta dengan Norma 
pada Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1630 dan Pasal 1632 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. Dan pernyataan di atas sudah jelas bahwa Pasal 9 ayat (4) Akta 
Otentik Perjanjian Apotek Samratulangi tidak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3), 
Pasal 1630, Pasal 1632 KUHPerdata, dan Doktrin yang dikemukakan oleh 
Wirjono Prodjodikoro. 
3.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak 
3.2.2.1 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 
Pada dasarnya Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 
1243, dan Pasal 1626 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1238 
yang menyatakan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau 
dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu 
bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya 
waktu yang ditentukan.” 
Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Tiap 
perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib 
diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila 
debitur tidak memenuhi kewajibannya.” 
Selanjutnya, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 
berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, 
tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan 
atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 
melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.” 
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Guna mempertegas wanprestasi (akibat hukumnya) dalam ketentuan 
Persekutuan perdata, termuat pada Pasal 1626 ayat (1) KUHPerdata: “Perserta 
yang harus memasukkan uang kedalam perseroan itu dan kemudian tidak 
memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur 
lagi, menjadi debitur atas bunga itu tehitung dari hari ketika ia seharusnya 
memasukkan uang itu.” 
Menurut Abdulkadir Muhammad, “Wanprestasi artinya tidak memenuhi 
kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban 
oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu: (1) Karena kesalahan debitur, 
baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan; (2) Karena keadaan memaksa 
(force majeure), diluar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.”23
Menurut Subekti, “Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang 
lalai yang melakukan “Wanprestasi” dapat digugat didepan hakim dan hakim akan 
menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur 
dikatakan lalai, apabila iatidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 
memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.”24
Menurut Salim HS, “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam 
sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.”25
Telah sesuai dengan dengan Akta Otentik Apotek Samratulangi, karena 
dalam isi akta otentik Apotek Samratulangi tersebut sudah memuat peraturan 
tentang “Wanprestasi”. Dengan doktrin yang disampaikan oleh Subekti, 
Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai yang melakukan 
“Wanprestasi” dapat digugat didepan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan 
yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila iatidak 
memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi 
tidak seperti yang telah diperjanjikan.
26
23
Abdulkadir Muhammad,2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. citra aditya bakti, hal. 
241 
24
 Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bogor: PT. Intermasa, hal. 147 
25
 Osgar S. Matompo, Moh.Nafri Harun. 2017, Pengantar Hukum Perdata,Malang:Setara Press, 
hal. 124. 
26
 Subekti, Loc.Cit, hal. 147 
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3.2.2.2 Overmacht dan Akibat Hukumnya 
Pada dasarnya overmachtdiatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 KUHPerdata yang 
berbunyi:“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, 
bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau 
tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu 
hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, 
walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.” Kemudian pada Pasal 1245 
KUHPerdata dijelaskan sebagai berikut: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, 
dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara 
kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang 
diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” 
Menurut Abdulkadir Muhammad, “Overmacht, keadaan memaksa(force 
majeure) adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi 
peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika 
membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan 
karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur 
keadaan memaksa adalah sebagai berikut: (1) Tidak dipenuhi prestasi karena 
terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan; 
atau (2) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi 
perbuatan debitur untuk berprestasi; dan (3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui 
atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
”27
Menurut Subekti, “untuk dapat dikatakan suatu “Keadaan Memaksa,” 
(overmacht atau force majeur), selain keadaan itu, “di luar kekuasaannya” si 
berhutang dan “memaksa,” keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu 
keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-
tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang. Jika si berhutang berhasil 
dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan si berpiutang 
akan ditolak oleh hakim dan si berpiutang terluput dari penghukuman, baik yang 
berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian, maupun penghukuman untuk 
membayar penggantian kerugian.”28
27
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 243 
28
Subekti, Op.Cit, hal. 150 
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Menurut Hari Saherodji, “bahwa Overmacht merupakan suatu keadaan 
memaksa atau suatu keadaan/kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, 
sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia 
lalai/alpa, dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.”29Pernyataan
di atas dapat diartikan bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua apabila 
sedang dalam keadaan yang tidak dapat memungkinkan untuk melakukan suatu 
prestasi pada perjanjian Apotek Samratulangi. Dalam Akta Otentik Perjanjian 
Apotek Samratulangi telah memuat peraturan apabila terjadi suatu keadaan 
memaksa/Overmacht, dan isi dalam Akta Otentik Apotek Samratulangi tersebut 




Pertama,kontruksi hukum perjanjian antara Apoteker kepada Pemilik, 
untuk mengelola modal pada Apotek Samratulangi Surakarta, dapat dikonstruksi 
sebagaiPersekutuan Perdata, Hal ini sesuai pada Pasal 1618, Pasal 1619, Pasal 
1625, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pendapat Abdulkadir 
Muhammad, Sudikno Mertokusumo, Subekti,Komariah, Chindir Ali, Salim H.S, 
dan Nurwati. 
Kedua, perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
perjanjian pengelolaan Apotek SamratulangiSurakarta, antara Pemilik Sarana 
Apotek (Pemilik Modal) dengan Apoteker. Hak Pemilik Modal Tidak sesuai 
dengan Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1630, dan Pasal 1632 KUHPerdata dan Doktrin 
Wirdjono Prodjodikoro sedangkan Hak dan Kewajiban Apoteker Telah sesuai 
dengan Pasal 1235 KUHPerdata,dan Pendapat Nurwati. Peraturan mengenai 
Wanprestasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1626 KUHPerdata dan Pendapat 
Subekti. Dan Peraturan mengenai Overmacht Pasal 1245 KUHPerdata dan 
pendapat dari Abdulkadir Muhammad. 
4.2 Saran  
Pertama,tentang Subyek Hukum pada Perjanjian Apotek Samratulangi, 
untuk meningkatkan terpenuhinya Prestasi suatu Perjanjian Apotek Samratulangi 
29
 Osgar S. Matompo, Moh.Nafri Harun. Op.Cit, hal. 125 
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Surakarta tersebut, didalamnya belum memuat suatu sanksi atau tanggung jawab 
apabila Pihak Kedua (Apoteker Pengelola Apotek) tidak dapat melaksanakan 
pekerjaannya dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dalam Akta 
Otentik tersebut. Disini peran Subyek Hukumnya Pihak Pemilik Sarana Apotek 
saat membuat Akta Otentik Perjanjian Apotek harus berinisiatif memberikan 
masukan tentang hal suatu ketentuan yang didalamnya memuat sanksi atau 
tanggungjawab Apoteker Pengelola Apotek apabila tidak dapat menjalankan 
pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Contoh pihak Apoteker 
Pengelola Apotek tidak dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 
telah disepakati bersama Pemilik Sarana Apotek, sebagai bentuk 
tanggungjawabnya Apoteker kepada Pemilik Sarana Apotek, maka Pihak 
Apoteker Pengelola Apotek harus mencarikan Apoteker pengganti, supaya 
Apotek tersebut tetap bisa beroperasi.  
Kedua, data Akta Otentik Perjanjian Apotek Samratulangi Surakarta, 
supaya pihak Pemilik Modal/Pemilik Sarana Apotek dapat menciptakan suatu 
Perjanjian yang tidak melawan hukum, dalam penelitian ini, data Akta Otentik 
Perjanjian Apotek Samratulangi Surakarta memuat Hak Pemilik Modal yang tidak 
memiliki iktikad baik dalam Hal menuntut ganti rugi ditambah hasil keuntungan 
kepada Pihak Apoteker, yang dimana pernyataan tersebut tidak sesuai dengan 
Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1630, dan Pasal 1632 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
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